
BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWtrSI SELATAN

PERATURAI\ RUPATI BUI,UKUMBA
NOtvlOR i4S TAFiUN 2017

TtrNTANG

PtrMANFAATAI\ TEKNOLOGI INFORMASI DAN I{OMUNItr{ASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'

BUPATI BULUKUMBA,

IVlenimtrang

Mengingat

a. bahwa untuk rnewujudkan pelaksanaan e-

gouen'LnLent yang terarah, terpadu' sistematis dan

tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

itu sendiri;
Bahwa berd"asarkan Pertimbangan
d.imaksud. dalam huruf a' Periu
peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunii<asi;
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sebagaimana
menetaPkan
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UntliiLrg-L-liiilanlr lricmor 29 Tahun 195} tent'a;rg

Pcrci,.rcr; Lr,lka n lJacrerh Tingkat ii di Sular'r'*:si

(Lern l;a-ra.n i'l e !{i''.ra }leprr blik Ind'ot re sia'i'z:'trun 1 I ir q

Noirror'i'i.'lar'':liaharl Lembarzur L{egarr:l RepuhLik

Inrionesii,i iri otiirrt" L822);
'l.iriri;it1 i-il'ir,iiii;i'1 iiirifi;r;r i 1 Tahun 20t)g tenta-ng

Ini,:-u-nrasi da-n 'l't'atrsaksi Mektronik i Lembararr

Ntgrtrii i:':ci-:tti;iik- Inclorlesia Tahun 200ii i\iornor li8

'l'r,ritii:liir;rtt l,crr.li;aran Negara Repui:iik lndonesia

I!trtI-iir: i ri l)l

lJncleitrg-Urrciang Nomor 14 Tahun 2008 'lentang

I(eteri,:r.riraain lrlfor"masi ]>ubiik ( Lemi:aran Nega-ra

Rr:1;ublii< inrJonesir.r Tahun 2008 i{ornor 61

'1'nrrrbr:han L,r:rutl-'ararl Negara Republik Indonesia

l,l,:t-:-tol' tl tizl6) .

Unciarrl;-ijnci;r;:g i'Jomor 25 tahun 2OQg Tenlartg

Pel;i-rranrin Pi.rblik(Le mbaran Ne5larei Re pr-rb1ik

irrdc',trcsi.,l 'l'ahun ?1C09 Nomor 112 Tambahaii

I.,(rrnbainn lRepr-.iblik lndonesia Nlolnor 5038) ;

4



r Undar-rg-unciang Nomor 23 Tahun 2A14 lentang

Pemerintahiln il;rcrah (Lembaran Negara Repubiik

Inrlonesia Tahi".ln 2A14 Nornor 244 'T'arnbahan

Lembaran lrlegara Repu"biik Indonesia Nomor

558'7)sebagaiinana telah diubah beberapa kali

berakhir dengan Unclang-Undang Nornor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang*

Undang Nornor 23 Tahun 2Al4 tentarrg

Pemerintahan Daera-h ( Lembaran Negara

Repuhlik iudonesia 'lahun 20 15 Nomor 58'

Tambahan Lembaran Negara ltepuillik indonesia

Nor:ror 56'/9);
Pereituran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2il 1:l

tentang Fenyelenggaraan Sistem dan Trans'alrsi

trlektronil< (Lern baran Ne gara Repu"blik {'n'clorre'*trr"

Tahun 2012 Nomor 189 Tarnbahan }-embaran

Negara Repuhrlik IncLonesia Nomor 53aB);

Intruksi Presicien Nomor 6 Tahun 2O0l tentang

Fengembangan clan Pendayagunaan'Ielematika di

Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentairg

Kebijakan Strategi Nasional Pengemtiangan E-

Pemerintahan;
Peraturan Menteri Komtrnikasi dan Informatika

FJoinor 22l PERM/M.KOMINFO/ LZ I 2AIA tr'rrtzmg

SPM bidang Inforrnasi dan Komunikasi;

Peratrlrein Menteri Komuniicasi clan Inlbrrnatika

Nomor 23 Tahun 20L3 tentang Pengeloiaan Narna

Donrain; t

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 05 T'ahuir 2015 tentang Registar Nama

Dornain .tnstansi Penyeienggara Negara;

Peraturan lJaerah Nomor 14 Tahun 2A16 tentang

Pemberrtukan cian Sususnan Perarrgkat lf aerah;

Peraturan l3upati Nornor 79 Tahun 2016 te'ntang

Keclurlukan, Tugas dan Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Komu'nikasi d"an

Irrforrnatika Kabupaten Buh-rleumba;
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PERATURAI{ BUPATI TtrNTANG PEMANFAATAN

TtrKNCL,OGI INFOIAIV{ATIKA DAN KOMUNIKASI'
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Menetapkan



MAB I
KETIINTUAN UMUM

Pasa] I

Da-lam peraturan Bupati ini yang dirnaksud clengan :

1. Daerah adalah Kabr-rpaten Bulukr'rmba'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penlrelenggara pemerintahan claerah yang memimpin

pelaksa.naan u'rLlsan pernerintahan yang menjadi

kewenangan ciaerah otonom"

3. Bupali ad,aiah Bupati Buh-ikumba'

4. Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten

Bulukumba selanjutnya disingkat Dinas'

5. Anggaran Penciaiatan dan Belanja Daerah Kai:upaten

Bulukumba selanjutnya d'isingkat APBD'

6. Anggaran Pendapatan clan Bela'nja Daerah Frovinsi

Sulawesi Seiatan selanjutnya disingkat APED Prcivinsi'

7. Anggararr Pendapatan dan Bela"nja Negara selanjutnya

disingkat APBN'

Hibah adalah pernLrerian dengan pengaiihan hak atas

sesuatu dari Penterintah atau pihak lain kepad'a

Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik

telah ditetapkan pen"rnt.ukannya dan rlilakukan nrelah'ri

B

!l

i0

11.

)')

perlan]ran.
Piniamal daerah a'dalah semlla transaksi yang

mengakibatkan claerah menerima sejumlah uang atau

menerj.ma manfaat yang bernilai uang dari pihak l'ain

sehingga daerah diLreba'ni kewajibran r"l'ntuk membayar

kerrrbali. 
&

Komunikasi adaiah penyampaian informasi Cari suatu

pihak ke pihak lain melah-ri media perantara yang bersifat

Llektronik maupun non elektrorrik'

Telekomunikasi acialnh setiap pemancarafl' pengirin-ran

d,anlatau penerimaan clari setinf informasi dalam bent'uk

tanda-tanda, isyarat' tulisan' garnbar' suafa brlnyi

melalui }<awat, optik, radio atau sistern eiektromagnetik

lainnYa.
informatika acialah pernanfaatan perangkat-peralglcat

berkemampuan komputerisnsi dalam pengelolaan

informasi, terntasuk rlalam pemproserian' pengarsipan

dan PenYel:raran informasi'

Informasi adalah kelerangan, pernyataan' gagasal' dan

tancla-tanda 1'sng mengandung niiai' nlakna' dan pesan'

baik data, fatkta matr'pun penjelasannya yang dapat

d"ilihat, diclengar, dan dibaca yang disajikan dalarn

berbagai Lem''**n dan format sesuai dengan

perkembangan teknoiogi informasi dan komunikasi

"""*, 
elektronik atau non elektronik'
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26.

Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan

sistem informasi d"ari akses, penggunaan, penyebaran'

pengubahan, gernggu.an, atau penghancuran oieh pihak

yarrg tidak berwenang.
Server adaiah perangkat khusus daiam jaringan

kornputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di

dalam jaringan unluk bisa melakukan resource 'sharing'

E-gouernment adaiah pemanfaatan teknologi informasi

dalam proses manajemen pemerintahaan untuk

meningkatkan efisiensi, efektilitas, transparansi' dan

akr-rntabilas penyelanggaraan pemerintahan dan sistem

informasi pemerintah yang menerapkan teknologi

informatika d.alam pelaksanaan pemerintahan'

Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen*

komponen hartlutare, software, rtetwork' brainware dan

basis data yang bekerja saina satu sama iain dalam hal

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan

p.ry"U*.".r, data dan inf';rmasi untuk keperluan

Pemerintah f)aerai-r.

Basis Data adalah kumpulan d'ata yang secara logika

berkaitan satu sarna lain dan disimpan atau diakses

berb,asiskan kcmPuter'
Aplikasi adalah program komputer yang di bangun untuk

membantu Proses Pekerjaan'
Perangkat keras adalah satu atau serangkaian aiat yang

terhubung dalam sistem elel<tronik'

Perangkat lunak adaiah satu atau sekumpulan program

komputer, prosedur, clanf atau d'okumentasi yang terkait

rlalarrr pengoperasian sistem elektrclnik'

Wali Data adalala unit yang bertanggr-rng jawab terhadap

penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta

merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan

operasi, administrasi, PelaYanan'
Infrastruktur jaringan adala-Lh jaringan telekomunikasi

yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan

internet.
Infrastruktur Jaringan Lokai adalah jaringan komputer

yang saling terhubung ke server dengan mengunakan

typologi tertentu.
Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah

jaringan komputer yang saling tericoneksi antar OPD'

Pursat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk

menempatkan sistem elektronik dan komponen

terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan'

dan pengolahan data'
Fusat Pemulihan data ad'alah suatu fasiiitas yang

d.igunakan untuk memulihkan kembali data atau

informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik

yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana

h,IA ;A
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yang disebabkan oleh alam atau manu'sla'

28. Internet ad.alah sejurnlah besar jaringan yang membentuk

jaringan interkoneksi yang terhubung meiaiui protokol

TCP/iP .

29. Situs Web (Website) ad.aiah sebuah sistem informasi

dimana bentuk teks, gambar, suara dan iain-lain

dipresentasikan dalam bentuk hypertext '

30. Irrtenwt Protocol atam Protokol internet yar.,'g selanjutnya

disingkal- IP ad"alah protokoi lapisan jaringan atau

protokol lapisan intentetworlc yang digunakan oleh

protokoi TCP/IP untuk melakukan pengeiamatan atau

rauting paket clata antar hast-hosf di jaringan komputer

berbasis TCP/IP.
31. Domain adaiah pengkonversian dari alamat internet

protokoi ke nama dornain.
g2. Sub domain adala-tr bagian dari domain yang terintegrasi

dengan domain utama.
33. Metadata adalah informasi terstrukturr yang

mencleskripsiknn, menjelaskan, menemukat'n, atau

setidaknya menjad'ikan suatu informasi nrr-rdah untuk
d.itemukan kembaii, digunakan,atau dikeiola'

34. Kode Sumber (saurce code) ad'alah sekumpulan intruksi-

intruksi komputer yang dituiis menggunakan bahasa

komputer yang dapat dibaca dan dipahami oieh manusia'

35. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik

yang berbeda. untuk dapat bekerja secara terpadu'

36. I(ompatibilitas adaiah kesesuaian sistem elektronik yang

satu d.engan sistem elektronik yang iainnya'

37. Aplikasi Umum"adalah apiikasi pendukung e-gouernment

yang digunakan oleh setiaP OPD'

38. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung e-

g o u erYLment y ang d ibr an gun untuk keperluan tertentu'

39. T?oublesLtooting adalah sebuah istilah yang merujuk
kepad.a sebuah bentuk penyeiesaian sebuah masalah'

40. Sistern Elektronik ad"alah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan'

mengltmpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan'

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, danlatam

menyebarkan iniormasi elektronik'
41. Tand"a tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri

atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi

atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi'

t/



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) I\4aksud dari pemanfaatan teknologi inforinasi dan
komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan
pengembangan e'gauerrlmerut dt daerah.

(2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi infc'rrmasi dan
komunikasi adalah:
a" meningkatkan efisiensi, elektifitas dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemas)rarakatan;

b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan Publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peurt-itian Lir:pati ini rnengatr-li: hai-hi*i sebag;i'r'i

krerikut:
a.. infrastn:ktr-rr jarringan dan kornputer;
b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
c. pengatural data dan informasi;
d. tanCa tangan eiektronik;
e. pengembangan sumber daya manusia;
f. keiembagaan;
g. kerjasama dengan instansi;
h. keamanal informasi;
i. pemeliharaan dan PelaPoran;
j. pembinaan dan Pengawasan; dan

k. pembiayaan.

BAB IV
INFRASTRUKTUR KOMPUTER JARINGAN

Pasal 4'

(1) Infi-r:sti:r-tl<1li;." ir,iiittg[i1.1 \'allg tneng]rubungkan atrtar OllD

dikeiola oie Lr iiirlas.
(2) infrastrrrktur.1i:i'inga:i iokal di OPD diirelola olch' mn*ririg-

mi'rsing 0PI).
(3) Penyediaarn layanan ititernet bagi selurutr OPD 17ang t":iilh

terhubung clcngan infrastruktur .iaringan lokal
Pemerintah I)aerah ctilakukan oleh Dinas'

(4) Pembangun.r,il rlan pr:ngembilngan infrastn:ktur jaringan

d.i iingkungan irenlerintah Dacrerh dilakukan oleh Dinas'



Pasal 5

{i) Kompr:ter yang terhuL:r-rng atau terkoneksi dengan
infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggl"tnakan
iP yang dikelola oleh Dinas,

(2) Dinas setragaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai
kewenangan untuk rneiakukan penomoran {P"

Pasal 6

(1) I)inas menyedialcan kebutuhan infrastruktur: pusat dats"
dan pusa.t pernulihan data bagi kepentingan laya.nan
Pemerintah Daerah.

(2) OpD tidale diperkenankan mengadakatr pusa.t data clan
pemulihan datn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kecuali ditenti-rkan oleh peraturan pen-rndang-undeingan-
(3) Seluruh sr)ruer "yang dikeloia OPD dipr.rsatkan pada pusat

data yang dikelola oleh l)inars, kecuali ditentukan lain
o1eh. Bupati..

(4) Dinas berternggr-rng jawahr atas kearnanan sistem
eiektronik.

RAE V
PENYEDIAAN DAI\ PENGI'MBANGAN APLIKASI

Pasal 7

(1) Aplikas e-gauerntn.entterdiri a[as :

a. aplikasi umi,tm; datr
b. aplikasi khusus.

(2) Aptikasi urnl-lrn sebagairnana dimaksud pada. ayat {1)

huruf a disddia.kan oleh Dinas.
(3) Aplikasi sebagai.mana. dirlal<surl pada ayat (1) dapat

dibangun dan dikernbangkan oleh OPD sesuai tugas
pokok dan drrngsi yang dalam pelaksa.naannya
b,erkocrdinasi clen gan Dinas.

(4) Aplikasi yang dihangun dan dikembangkan OPD

sebagaimana dirnaksr-lC pada ayat (3) bersifat terbuka'
(5) Dinas mengoperasikan sistem single sign arL secara

Lrertaha p dalam penyelen ggaraan e -g ouernmertt "

(6) Pengembar.lgan aplikasi wajib menyediakan fitr-lr sesuai

dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.

{7) Fitur setragairnana dimaksud pada ayat (6) paling seCikit
berr.pa fasilitas ltntuk ;

a. melakukan koreksi;
b. rnembataikan perintah;
c. memberikan konfirmasi atau r:ekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berirenti melaksanakan

aktivitas berikutriya; dan
e. melihat infot"rnasi yang clisampaikan berupa tawaran

kontrak atau iklan.

Iu,nM\



a.
b.
C.

d.
e.
f.

ob'
h.

Pasal 8

Aplikasi umuill sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

huruf a, meliputi ;

aplikasi Tata Naskah Dinas Blektronik;
aplikasi Surat Elektronik;
aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai;
aptikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangafl Daera.h;

aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
aptii<asi Sistem lnfcrrrnasi Perencanaan Fembangunan
Daerah;
aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Peiaporan;
aplikasi Sistem informasi Perizinan,

Pasal 9

Apiikasi khusus sebagaimana dimerksud dalam pasai 7 ayat

(1) huruf t| adalah aplikasi-apiikasi yang dii:r-ituhkan OFD

dalam melaksanakatn tugas pokok dan fungsinya dan wajib

memenuhi ketentuan interoperabilitas, kornpatibiiitas,
keamanan sistem informasi antar muka dan akses'

/1\
t1/

1')\

(3),

(4)

(s)

Pasal 10

Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi naffra"

domain da.n suL,domain'
Nama' domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimiliki <l,anlatau digunakan pemerintah daerah C'errg'an

alamat hulukumbakab.go'id dan/atau domain lain ya-tr'g

clitetapkan dengan Keputr-rsan Bupati.
Sr.rbdomain sebagaimana d"imaksud pada ayat (1)

terintegrasi dengan domain bulukurrrbakab'go'id dan

cligunakan oleh OPD;

Penggunaan subdornain sebagaimana dirnaksud pacla

ayat (3) rlitetapkan dengan Keputusan i3upati'
Dalani hal Pemerint-ah Daerah mengajukan narna domain

selain sebagaimana d.imaksud dalam ayat (2), maka

Sekretaris iJaerah atas usulan Ifinas m'engajr'ikan

permohonan 1<epacla Kementerian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia.

IJAIJ VI

P1lli ti A'l' Li i:ii,r'. ilj D A' j'A DA N I hl FO RMASI

F'itliill I l

(1) Setiap OPI) r,".,Jib nrengelola basis data sesuai dengan

tugir-s pokoli <-1;irt tungsi masin54-masing OIrIf '

t2) ,Basis ckil-;-r. Oi-'D cliintegrersil<an dan clireiasik'ari sa*'Ll

ciengan .,rai-rg lain scrta dikelompokkan sesu;iLi dcngr-r-n

kepen tiri gllttt n1'.i .



(3) Kelompok basis d.ata sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), meliPuti :

a. basis data pelaYanan;

b. basis data administrasi dan manajemen;
c. basis data legislasi;
d. basis data pernLrangr:nan daerah;
e. basis data keuangan;
f. basis data kePegawaian;
g. basis data Pemerintahan;
h. basis data kewilayairan;
i. basis data perumahan dan permukiman;
j. basis data kemasYarakatan;
k. basis data kePendudukan;
l. basis data l<csehatan;
m. basis data pendidikan;
n. ba.sis data ketenagakerjaan;
o. basis data Pertanian;
p. basis data Perdagangan;
q. basis data perikanan dan peternakan;
r. basis data transPor[asi;
s. basis data pariwisata dan perhotelan;
t. basis clata sarana dan prasarana perkotaan;
r-i. basis dat.a lainnva sesuai kebutuhan.

{4) Setiap keiornpok basis data tersebut dikelola oleh Dinas

sebagai pusat data.
(5) Bupati menetapkan Wali Data (data stetuardship) pada

seluruh basis dala berdasarkan usulan kepala Dinas.

(6) Untuk Basis Data Kepegawaian harus bertrasis Nomor

induk Pegawai (NIP) dan wajib diimpiementasikan pada

seluruh aplikasi rfianajemen pemerintahan sesuai denga"n

hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.

(7) Untuk Basis Data Kependudukan harus berbasis Nomor

Ind"uk Kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan
pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada

masyarakat.
(8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan

apiikasi untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, layanan publik, dan
kemasyarakatan.

(1)

(2)

Pas:il I2

OPD r,vajib merttrt.a]<hirkan data secara berlcaia.

Data dan infornriLsi elektronik yang dikelola oleh seiumh
OPD menlacli irijlik' Pemerintah Daerah dan diirelola cleh
Dinas ses',ieri kciruLuiran Pemerintah Daerah.

IU,6.$,
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Pasal 13

(1) Setiap OPD dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam
pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis
data setelah berkordinasi dengan Dinas.

(2) Pembangu.nan dan pengembangan apiikasi dilakukan
dengan memperhatikan standar metadata yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah,

(3) Dokumentasi teknis apiikasi yang meliputi kode surnber,
kebutuhan pengguna, rancanglan aplikasi dan basis data,
pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna
manual admin, metadata, dan troubleshaoting, wajib
diserahkan oleh OPD kepada Dinas.

(4) PembangLrnan dan pengembangan sistem aplikasi dan
basis data yang sumbel pembiayaannya berasai dari
APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah
dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan
distribusi aplil<asi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 14

(1) Tanda l.ang.;iii ele 1<'rronil< berfungsi seiragai alat
ar:tentik;-rlsi q,i;r ir vr::rifil:;asi atas :

a. iderrtitas p,:nan<1a riing::n; dan
b. keutuhr,Ln riai: iicauten[ikan informeisi eiei<ti'cnik.

(2) Tancia li:.ngiln r:leki.i"onik claleim transaksi elek[rcnik
mempakan r( J-'r('iu.juan penanda tangan atas informasi
elei<troniii r lr r 7 ;rilr i1 dol<umen eieicL::onik yang
ciitandataiir;ar:i .ir:rrg;: il landa tangan eiektr-onili.

(3) Dnlarm irai tr:rjacii pen_valahgunaan landa tangnn
eleklronil< sei.;aileiiirrzrna dirnaksud padei a).at {2) oleh
piheik lair-r r,'i:ir1g tidak berhak, tanggLlllg jawab
pembuktiair prili/.riiiiigr-ina.an Landa tallgarf elektronih
dibebar-ri<iin kril:.rda penyeien€{gara sistem elektronik.

(4) Metocle cjan t-ci<nik vang digrnakan untuk membuat
Landa tar:ga:r tlei;lr'anil< 1;erling s;eciikit ha:.us memuat :

a. clata pembuatan tiinda tangan elektronik;
b. rvaktu pernbiratan tancla tangan elektronik; dan
c. inform:rsi r:lektronik yang akan ditanda'iangar-r.i.

(5) Tancla tangan r:lektronik yang digunakan dalam trans:rksi
elektronik ciai:ert ciihasili<an m.elalui berbagai prose,Jur
penanda tanEJrxiiil-n 

"

lil



(1)

{2\

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal i5

Tanda tangan elektronik meliputi :

a. tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan

b. tancla tangan elektronik tidak tersertifrkasi.
Tanda tangan elektronik terserLifikasi sebagaimana

dimaksucl pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan :

a. dibuat dengan menggllnakan jasa penyelenggara
sertifikasi eiektronik; dan

b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik'
Tanda tangan elektronil< tidak tersertifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa

menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik'

Pasal 16

Data pembuatan tand'a tangan elektronik wajib secara

unik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat

digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan'

Penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan d"an

bertangung jawab atas data pembuatan tanda tangan

elektronik.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka

peningkatan kapasitas sumber daya manu'sia aparatur di

bidang teiurologi informasi dan komunikasi untuk
menunjang kualitas pemanfaatan teknoiogi informasi dan

komunikasi.
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap

tenaga sumber daya manusia teknologi inforrnasi dan

komunikasi.
Peningkatan kapasitas sumber daya sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) ad'alah pengembangan surriber

d.aya aparatur OPD, antara lain :

a. pendidikan;
b. bimbingan teknis (bimtek);

c. pendidikan dan peiatihan (diklat) teknis; dan

d. magang keqa.
Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan

internasional terhadap sumber daya manusia pengelola

teknologi informasi dan komr-rnikasi.

(4)

N6.&



Pasal 18

Pengembangan sutnber daya aparatur OPD sebagaimana

dimaksud pad"a pasal 17 ayat (3) diselenggarakan oleh

Pemerintah Pi-isat, Pemerintah Provinsi, Pernerintah Kabupaten

clan pihak Swasta yang telah tersertifikasi sebagai

penyelenggera Pelatiiran.

BAB IX
KELL]h,{EAGAIT]\I

Pasal 19

(1) Setiap OPD da.pat me:niliki ur:it kerja yarig berlanggung
jawab untuk melaksanakan pengemball&an dan

pelal<san ar:fi e * g o a etmment'

Tugas dan fr-rngsi i-rnit kerja sebagairnana dirnaksud pada

ayat (1) rlikooreiinasikan kepeLd'a Dinas'
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

t]AB X
Ktr}q.]ASAMA DENGAI{

INSTANSi VERTIKAtr- DAN PIF{AK KMTIGA

Pasal 20

Setiap OPD dapat melallukan kerjasama' interkoneksi

data dengan instansi vertikal danlatau pihak ketiga

dalam rangka peningk'atan pelayanan kepada masyaral*at'

sesuai. Cengan ketentuan peraturan pen:'nclang-

undangan.
Pihak ketiga sebagairrtana dimaksud pacla ayat' (1) antara

lain jasa perb,ankain, jasa asuransi, pengelola handara'

notaris, deln jasa lainnya sesuai ketentuan perafuran

pemndang-undafigan'

Pasal 2 i

Interkoneksi cia.ta sebagairnana dimaksr-rd dalarn pasari 20

ayat (1) <liselenggarakan secara terpusat melalui sistern

elektronik yang dikelola oleh Dinas'

Kerjasama interkcneksi sebagaimana dimaksud clalam

pasal 2O ayaL (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.
ilr\l i Xi

I' ili\ M A li Ali ihllf(l l{}"tA SI

P::.nri 2?J

I{eamanal inir,'rl}lr,isi climalisrudkan untuk menjr'lga

kerahnsiaan, kett::rrle ''liaili:t, rlnn integrit'as di clerl;rm sura^i:er

claya infc.rrmasi,r.rerlttrrir"rtair L)aer;lh dengan l'ujuari sebagai

berikut;
a. kerairnsiaan, 'i'l'liit-t nrelir-rclungi data dan i"i:formasi

Pemerinti-rh Ilaerilh cj.eu"i pr:rryingkapan pihak yang l-ir1:ik

be rhaii<":

ru, l'?r " $



b. ketersediaan, yaitu rneyakinkan bahrva data dan informasi
Pemerintah Daerah trranya clapat d"igunakan oieh pihak yang

berhak rnenggPlnal<annYa; da"n

c. integritas, yaiti-t upaya untuk memast"ikan suatlr' data ya{}g

diicelola ciapa.t diakui konsistensi, keakuratan cl"an

aksesi'biiitasnYa.

RAB XII
PEMELIHARAAN DAN PELAPORA'N

Pasal 24

(1) Diiras melakukan pemeliharaan sistem e-gouerrumerut

Pernerintah Daerah secara berkala'

12) OPD melakukan perneliharaan sistem e*gouerrnnertt' di

lingkr-rngan kerjanYa.

Fasal 25

ii) OPD secara trerlcaia wajib rnelaporkan penyelanggaraa"n e-

qouetrLmerrt dalarp. lingku'p kerjanya masing-masir:'g kepad'a

Bupati meia-truii Dinas'
Dinas secara b,eri<a-ia melaporkan penyelenggaraan e-

gouen"Lmenl kePada BuPati.

(1)

(2)

(s)

{2)

(1)

(2)

trasal 23

Dinas mernbr-rat mekamisme pengelolaan server clan

jaringan.
Dinas han-ls melakukan back up terhadap file sistem dan

basis clata yang ctikelola oleh dinas, kecuali ketentuan train

oleh Bupa.ti sebagaimana dimaksud' dalam pasal 5 ayat

(3)

Back ap harr-rs d.isirnpan dalarn media penyimpanan yang

mudalr clipind;ih (portahle) clan/a'tau dalam sexver dan

d"iletakkan pada ternpat yang aman, terpisah dari ruang

pusat data.

tlAil XIil
PEfuIRII{AA FI DA}.] PENGAWASAN

1:'asal 26

l)inr+-s rncLaLrulii:ti i:irr:rl;inaatn dan penga\Ara'sitl1 terhacla.p

p er l1,'e I ;i 11 gtl.il ra.:l.l I c - g a t.) e n'Lrrten t.

Pembinaiilt $*l).i8,ri1rti:111t1 rJirni:'l<sud ayai (11, antara" iain :

a. pr:nrberia;r ;rc<1c,rnir-I'I portgelcllaan dan penyelenggaraan'

e-(]ouai .11ftl ert.i:

b. pernbct"iair pctunjuk cla'.n langkah-langkair oi:erasionai
, p en ge 1o iair n rl cr.ir 1:eny-e I e n ggaraan e - g o u ern'me'r* ;

c. pernberizur pclatilxu.r bagi' aparatur; clan

c1 . pen rlamp ilr ga ir dai am i:en ge rn ban gan e - g ou errtmen't''

Pengawasa.n iiebagairrtana dirnaksud parla' ayal (1) riesurLi"

ke te ntr-lalt pe rtl.i-t tI'i:.ll ilcl- [1 il di ln g-undangan.

{h,(J

(3)



BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasa|27

(1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi
infbrmasi d.an komunikasi berasal dari APBN, APBD

danlatau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perrrndang-undangan.

(21 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d"igunakan untuk kegiatan, antara lain :

a. penlrusu.nan regulasi dan kebijakan;
b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat

keras dan Perangkat lunak;
c. pengeloiaan operasional e-gouernment; dan
d. pengembangan sumber daya manusia aparatur'

iiA3, ){V
K,LIT i:, i'{1' U11 I''l P}II'J U'itJ P

Liaisili 28

Peraturan 13uLpali int rirulai berlai<u pa-da tanggal diundangkan'

Agar se ti;rp oriing rncngetal:ruinya, mernerintahltan

pengunclangan Frera.Lr.rran t3r-ipati ini dengan penempatannya

Ca-lam Berita D a e ra. i"r i iilbupaten Buiukumba'

Ditetapkan di Eiuiukurnba
Pada a9 Der+z'b*t1-2o17

I
BL.iL tr..UMBA,

SAPPEWALI

J

Di di Br-rir-ikmL:r.L
r-4 D?;eMo?"P- 

"oryS DAtrRAH KAl3 Lil-'A'i'EI'i Ll ULUKUI\4BA

A. B. AMAL
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